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RINGKASAN

Putri Anisa Chanan Variza. Juli 2024. IMPLIKASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing
Utama: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu kekayaan alam tersebut harus dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa
tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam ini adalah untuk
menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang
atas sumber daya alam, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya
kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam. Kegiatan
tambang yang merupakan kegiatan skala besar dalam pengelolaan hasil bumi
wajib untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang
sering disebut Amdal. Kegiatan tambang berpotensi menimbulkan persoalan
seperti konflik dengan masyarakat adat ataupun kerusakan lingkungan. Hal
tersebut dianggap menjadi urgensi dilakukannya penyelarasan peraturan
perundangan agar menjadi efisien dan efektif. Bahkan saat ini terdapat pula
ketentuan dalam Undang- -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memuat aturan
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu pengaruh besar akan
perubahan ketentuan perizinan dan pengawasan yang beralih ke pemerintah
pusat. Hal ini akan sangat mungkin berdampak tidak terawasinya pengelolaan
lingkungan yang baik oleh perusahaan akibat aktivitas pertambangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Ketentuan pada Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Untuk mengetahui
Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup
menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Jaminan kelestarian lingkungan hidup terhadap pemegang izin usaha
pertambangan (IUP) telah di atur dalam Undang-undang Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam
undang-undang ini adalah mengenai kelestarian lingkungan hidup. Aspek
pengaturan lingkungan dalam UU Minerba 2020 mencakup berbagai
ketentuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan
pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan. UU Minerba 2020 memuat terkait kewajiban



reklamasi dan pascatambang, keharusan memiliki AMDAL, pengawasan
dan sanksi, pengelolaan limbah, dan pelibatan masyarakat merupakan
elemen-elemen penting yang diatur dalam Undang-undang ini. Kegiatan-
kegiatan tersebut sudah diatur dalam kegiatan pertambangan mineral dan
batubara yang mewajibkan pihak pemegang izin usaha pertambangan
(IUP) sebelum mendapatkan izin dari pihak yg berwenang. Selain itu
serangkaian kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat Dengan
pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan pelibatan masyarakat
dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang
berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan ini penulis. menyimpulkan
bahwa peraturan yang ditetapkan untuk menjamin kelestarian lingkungan
hidup cukup menjamin dalam jangka waktu yang Panjang.

. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan
Hidup menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan tanggung jawab
perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan mereka. Regulasi ini dirancang untuk
memastikan bahwa perusahaan tambang beroperasi secara bertanggung
jawab dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk
melindungi lingkungan hidup. perusahaan pertambangan tidak semerta-
merta dengan mudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari
pihak yg berwenang. Namun perusahaan pertambangan yang dimaksud
harus berkomitmen untuk menjalankan kewajiban kegiatan-kegiatan yang
telah di tentukan dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Apabila perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan dengan baik maka
akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.



Putri Anisa Chanan Variza. Juli 2024. IMPLIKASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing
Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Ketentuan pada Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Untuk mengetahui
Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup
menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada
penelitian ini adalah mengenai Ketentuan pada Undang-undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi
Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup serta menggunakan tipe penelitian
teoritis. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama,
Jaminan Kkelestarian lingkungan hidup terhadap pemegang izin usaha
pertambangan (IUP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
UU Minerba 2020 memuat terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang,
keharusan memiliki AMDAL, pengawasan dan sanksi, pengelolaan limbah,
dan pelibatan masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang diatur
dalam Undang-undang ini. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah diatur dalam
kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan pihak
pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebelum mendapatkan izin dari
pihak yg berwenang. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang
ditetapkan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup cukup menjamin
dalam jangka waktu yang Panjang. Kedua, Menegaskan tanggung jawab
perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan
oleh kegiatan mereka. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa
perusahaan tambang beroperasi secara bertanggung jawab dan mengambil
langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup.
Namun perusahaan pertambangan yang dimaksud harus berkomitmen untuk
menjalankan kewajiban kegiatan-kegiatan yang telah di tentukan dengan
tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila perusahaan tersebut
tidak dapat menjalankan dengan baik maka akan dikenakan sanksi yang telah
ditetapkan.

Kata Kunci (keyword) : Implikasi, Pertambangan, Minerba, Lingkungan Hidup
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